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ABSTRAK

Penambangan ilegal merupakan masalah sosial yang ada
dalam setiap masyarkat. Banyak faktor dan dampak yang terjadi
akibat adanya penambangan ilegal, yakni faktor ekonomi yang
menyebabkan masyarakat harus melakukan penambangan liar guna
mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu ada pula dampaknya, yaitu
terjadi kerusakan alam dan infrastruktur yang ada seperti rusaknya
jalan umum yang biasa dipakai masyarakat. Dalam konsep figh
lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan Magashid Al-
Syariah di mana di dalam nya konteks lingkungan hidup ini berkaitan
dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana,
mashlahah merupakan sarana untuk merawat magasahid syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
dampak kegiatan penambangan pasir illegal terhadap kondisi
lingkungan hidup di desa pancasila, kabupaten lampung selatan?
2)Bagaimana pandangan figh siyasah tanfidziyah terhadap dampak
kegiatan penambangan pasir_ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup
di desa pancasila, kabupaten lampung selatan?

Jenis. penelitian yang  digunakan adalah _penelitian field
research. Adalah suatu penelitian yang dilakukan 'secara sistematis
dengan. mengangkat data yang ada dilapangan. Peneliti akansmeneliti
data,yang ada di lokasi penambangan pasir di desa‘Pancasila. Data
diperoleh dari hasil wawancaradengan Kepala Dinas Pertambangan
LampungsSelatan, Penambang Pasir, Masyarakat, dan Aparatur Desa.

Berdasarkan .<hasil.. penelitian--dapat disimpulkan bahwa:

Dampak  kegiatafilipénambangan Wterhadap kondisi
lingkungan hidup di Desa’ Pancasila,#Kabupaten Lampung Selatan
memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi
lingkungan, dampak positif diantaranya dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan,
sedangkan dampak negatifnya terdiri dari meningkatnya polusi udara,
menurunya kualitas air, kebisingan, serta rusaknya jalan dan laju air.
Pandangan figh siyasah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan
penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa
Pancasila, Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan syariat
Islam, bahwa Islam telah melarang umat manusia melakukan aktivitas
yang merusak lingkungan, manusia, memiliki kewajiban untuk
menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebagaimana telah
dijelaskan dalam Alquran Surat AR-Rum Ayat:41.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat” (Qs. An-nisa: 58)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum  memasuki pokok pembahasan, penulis
menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang terdapat
dalam judul “Tinjauan Figh Siyasah Tanfidziyah Terhadap

Kegiatan Penambangan Pasir llegal di Desa Pancasila Lampung

Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung

Selaatan)”. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman

dalam memahami judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan

pengertian judul sebagai berikut :

1. Tinjauan Figh Siyasah Adalah Meninjau salah satu aspek
hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi. manusia _itu sendiri, Hasil Meninjau
Pandangan Pendapat (Sesudah menyelidiki, mempelajari, dan
sebagainya).!

2. Tanfidziyah Terhadap Kegiatan adalah bagian figh siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam

\_hal ini juga dibahas antara lain pelaksaan perundang undangan,
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan
sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara),
legislasi  (bagaimana cara _perumusan undang-undang),
lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting
dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini
juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara
serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. 2

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan Figh Siyasah Tanfidziyah

Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir llegal di Desa Pancasila

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 105.

2 Bunyana Solihin Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi
Hukum dan Perundang-Undangan (Yogyakarta: Media, 2016), 11.
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Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung
Selaatan)” ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari
penambangan ilegal bagi lingkungan hidup disekitar dan
bagaimana sudut pandang dari hukum Islamnya.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia  sebagai  negara  konstitusional  telah
mengamanatkan dalam undang undang dasar 1945 pada pasal 33
ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-
besarnya demi kemakmuran rakyat,® oleh sebab itu pengelolaan
atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di
berdayakan sebagaimana seharusnya untuk  mewujudkan
kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta
terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan
kebijaksanaan nasional yang terpadu.dengan memperhitungkan
kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam
yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan
membetikan, kontribusi teriadapy perfibangunan ekonomiZnegara.
Dalam dunia pertambangafl Indonesia‘memang dikenal sebagai
negara "yang kaya“dengan kandungan mineral-yang siapsfliangkat
kapan saja.Sumber _dayas.alam yang“tidak dapat diperbarui

khususnya ya alam pe‘raat ini menjadi
kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan.*

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan
hasil sumber daya alam. Namun keberadaan sumber daya yang
merlimpah kurang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat
sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak tepat akan
menyebabkan  kerusakan  lingkungan  secara  bertahap.
Penambangan Pasir dan Batu tanpa izin disepanjang Daerah Aliran
Sungai menyebabkan masyarakat menjadi resah, karena aktivitas
penambangan liar itu, banyak jalan disepanjang aliran sungai
menjadi rusak. Aktivitas penambang liar dapat mengakibatkan

® Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV, pasal 33
* Republik Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
No 4 tahun 2009, pasal 1(ayat 1).



3

kelongsoran dan mengikis penggiran sungai. Kegiatan
penambangan ilegal ini marak terjadi di Lampung Selatan. Apalagi
dimusim Covid 19 ini yang harusnya seluruh elemen masyarakat
harus memperhatikan Protokol Kesehatan yang sudah dihimbau
oleh pemerintah, Namun dengan masih maraknya Pertambangan
Pasir galian C tanpa ijin di Wilayah Natar ini sangat meresahkan
masyarakat yang berada didaerah tambang. Penambangan Pasir
ilegal ini sangat berdampak buruk bagi infrastruktur yang berada di
sekitar daerah tambang, terlebih dengan adanya aktivitas kendaraan
berat membuat jembatan dan jalan menjadi rusak.

Penambangan liar atau ilegal merupakan masalah sosial
yang ada dalam setiap masyarakat. Penambangan ilegal yaitu tidak
dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi
atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk
operasi pertambangan, salah satunya adalah penambangan pasir.
Penambangan merupakan kekayaan-alam, kekayaan alam inilah
yang, menjadi wadah dan. tempat di;'mana berjuta-juta jiwa
menggantungkan nasib dan hidup mereka dengan pertambangan.®

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan
yang. serius dalam suatu, kawas_ah/wilayah. Potensiikerusakan

‘tergantung pada berbagaiffaktor kegiatan pertambangan ddn faktor
keadaan. lingktingan. Faktor kegiatan pertambangansf@ntara lain
pada teknik pertambangan, pengolahan. dan lain sebagainya.

Sedangkan Nngan anptor geografis dan
morfologis, fauna dan™flora, hidrologis dan lain-lain. Kegiatan
pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan,
antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan
fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air
permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan
tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang
bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan
juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan
ekonomi. Kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya

®http:Koeswahyono Imam.com-html, Carut Marut Penambangan Pasir di
Lampung Selatan, diposting pada tanggal 10 April 2009. Di akses tanggal 17 Maret
2022 pukul 14.00 WIB.



bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan
terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan
fungsi-fungsi  lingkungan. Semakin besar skala kegiatan
pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan.
Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat
permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.
Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran
sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit
dikembalikan kepada keadaannya semula. Kegiatan pertambangan
juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi
dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan
kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan
dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk
kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan
manusia.’®

Ketika kebutuhan terhadap pasir-semakin meningkat, maka
banyak pengusaha dan warga masyarakat yang ikut terjun dalam
bisnis pertambangan pasir ilegal ini. Di-sinilah dimulai adanya
praktik ‘pertambangan tanpa izin. Aktifitas dari suatu kegiatan
usaha, ‘seperti pertambangah: .pasir,.pada hakekatnyatidak“boleh
menjadi kerugian bagi/ pihak “pihak ‘tertentu atau kelompok
ma)iorifas-(masyarakat umum). Demikian pula-alam yangfmenjadi
sumber penyedia bahan'tambang (sumberidaya alam) tidak boleh
terganggu kareWhilangk gan ekosistem,
ekologi yang berakibat pada Kerusakan alam/ lingkungan hidup
(damage of environment).

Kerusakan sumber daya alam terus mengalami
peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya.
Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya
eksploitasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi
yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga
terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah

® Rahmat Dwi Purwanto “Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan
Penambangan Batubara llegal di Desa Tanjung Lalang” (Skripsi, Universitas
Sriwijaya, 2015), 1.
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ditetapkan sebelumnya.” Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh
usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh
individu-individu yang tidak mendapat ijin. Kerusakan lingkungan
karena eksploitasi tanah/lahan juga terjadi di Kabupaten Lampung
Selatan. Jumlah penduduk yang terus meningkat dalam kondisi
ekonomi yang semakin mengkhawatirkan mengakibatkan
merebaknya pertambangan bahan galian C (pasir) tanpa
memperhatikan konservasi lahan. Hal ini misalnya terjadi di salah
satu desa di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu di Desa Pancasila
kabupaten Lampung Selatan.

Banyak sekali faktor dan permaslahan yang terjadi dengan
adanya penambangan ilegal ini. Sebagai contoh permasalahan yang
terjadi, jalan umum yang biasa digunakan masyarakat yang tadinya
tidak ada kerusakan sebelum adanya pertambangan, sekarang
ahirnya rusak akibat adanya aktifitas pertambangan ilegal
dikarenakan banyak mebil mobil besar penganggkut hasil tambang
yang, lewat mengakibatkan jalan menjadi hancur.  Selanjutnya
factor yang menyebabkan adanya aktifiatas pertambangan ilegal

». adalah factor ekonomi yang sulit bagi masyarakat disana, sehingga
mengharuskan mereka hﬁel_akukarj '.'akftifitas pertambangan ilegal

“guina mencukupi kebutubian hidupy Berkaitan alam dan I_inékuhgan
Hid-ljb_ini, Tuhan.telah menciptakan alam.sémesta_defigan segala
isinya dalam susunahpyang seimbangwdan teratur. Allah telah
berfirman dwy ayat 1

f.oc coatt, oo K]

43 L0 olfs s Wl 253 23
wetod o4 & e

O34 gl B e

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan
padanya gununggunung dan Kami tumbuhkan padanya segala

>

sesuatu menurut ukuran.’

" Inarni Nur Dyahwanti “Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan

Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau” (Skripsi, Universitas Diponegoro,
2007), 1-2.



Lingkungan Hidup sebagai karunia Allah swt merupakan
sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran
serta prilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Islam
merupakan agama yang berisi dan petunjuk serta pedoman bagi
para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan
berperilaku dalam kehidupan. petunjuk dan pedoman ini secara
sempurna telah digariskan oleh ajaran Islam dalam kitab sucinya,
Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw. petunjuk ini mengatur
manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia
dan akhirat. di samping itu petunjuk ini juga mengatur hubungan
manusia dengan Allah swt, sang penciptanya. hubungan manusia
dan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta termasuk
bumi yang di anugrahkan oleh tuhan yang maha pemurah dan
pengasih bagi kesejahteraan hidupnya. karenanya Islam, secara
jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan
hidup dan kesejahteraan-makhluk hidup lainnya. dalam firman
Allah swt QS.Al-Araf/56:7

R 2o B T fen fons Rt v W
alll &5 0 Tracbd Lis 65315 Do) A4S i 3 1§ Vs

| Gt A
“Dan Jjangamlah kamu-membuat kerusakan-di-muka.buiit, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan.Berdoalah ke -Nya dengan rasa
takut (tidak akan ) dan akan dikabulkan).

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik .

Kesimpulan dari latar belakang ini adalah Penambangan
ilegal merupakan masalah social yang ada dalam setiap masyarkat.
Banyak factor dan dampak vyang terjadi akibat adanya
penambangan ilegal, yakni factor ekonomi yang menyebabkan
masyarakat harus melakukan penambangan liar guna mencukupi
kebutuhan hidup. Selain itu ada pula dampaknya, yaitu terjadi
kerusakan alam dan infrastruktur yang ada seperti rusaknya jalan
umum yang biasa dipakai masyarakat. Dalam konsep figh
lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan Magashid
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Al-Syariah di mana di dalam nya konteks lingkungan hidup ini
berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian
sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat magasahid
syariah.®

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Figh Siyasah
Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir llegal di Desa
Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten
Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dan sub fokus
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Masih terdapat penambangan pasir ilegal di desa, khususnya
desa Pancasila. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan
dampak  penambangan  pasir.Terdapat  kesulitan  dalam
mendapatkan izin penambangan pasir

B..Rumusan Masalah -
‘Berdasarkan latar’ belakang d| atas, penelltlan iniakan
' ‘meneliti dan. menganalisiS'masalaht -
1. Bagalmana dampak keglatan penambangan paS|r |Iegal
terhadap kondisi*=lingkungan.hidup di Desa Pancasila,

Kabupat elatan? '
2. Bagaimana pandangan  figh Siyasah tanfidziyah terhadap

dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi
lingkungan hidup Di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung
Selatan?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari
pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

8Ahmad Syafi’l Figh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Figh Untuk
Konservasi Dan Restorasi Kosmos (Surakarta : Annual Conference, 2009), 3.



1. Untuk mengetahui dampak kegiatan penambangan pasir ilegal
terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila,
Kabupaten Lampung Selatan.

2. untuk mengetahui pandangan figh siyasah tanfidziyah terhadap
dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi
lingkungan hidup di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung
Selatan.

. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat
bagi pembaca, adapun antara lain manfaat penelitian yang dapat
diberikan :

1. Secara teoritis yaitu sebagai sumbangan pengetahuan bagi para
pembaca khususnya yang terkait dalam pembahasan dalam
skripsi ini.

2. Kegunaan secara praktis yaiu untuk-memperluas pengetahuan
penulis terkait dengan penambangan pasir ilegal dan untuk
memenuhi: syarat akademik dalam menyelesaikansstudi jurusan

W Hukum Tata Negara (Slyasah Syar’ iyyah) 'Fakultas Syari’ah

_ Universitas Islam Negefi’ Raden Intan Lampung

. Kajlan Renelitian“Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapas.penelitian. terdahulu terkalt dengan
dampak keglataWn pasir Pﬂ hal ini, peneliti
mendeskripsikan 5 penelitian ‘terdahiffu terkait judul proposal,
sebagai berikut:

1. Rabiatul Adawiyah pada tahun 2019 berjudul “Dampak
Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi
Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di Desa Madayin Kecamatan
Sambelia Kabupaten Lombok Timur)”. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa kondisi sosial masyarakat hanya
menganyam pendidikan formal sampai tingkat sekolah dasar
(SD). Intraksi sosial masyarakat berjalan baik, tercermin dari
keterlibatanya dalam kegiatan arisan, pengajian maupun
kegiatan kemasyarakatan yang bersifat tolong menolong dalam
peristiva perkawinan dan kematian. Kondisi ekonomi
masyarakat dapat dilihat sebelum dan sesudah adanya



9

pertambangan. Penambang pasir membawa dampak sosial
berupa dampak positif yaitu kondisi sosial tingkat pendidikan
menjadi lebih meningkat. Untuk dampak negatif adanya
konflik. Sedangkan dampak ekonomi yaitu perubahan
pendapatan penambang, keluarga penambangan mengalami
peningkatan kesejahteraan yang tidak signifikan dan
pemenuhan kebutuhan penambang sudah semakin terpenuhi
Serta berkurangnya pengangguran.®

2. Evi Haryani pada tahun 2019 berjudul “Implikasi Penambangan
Pasir Terhadap Lingkungan (Studi Daerah Aliran Sungai
Batanghari Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambangan ilegal
yang tidak menggunakan izin dan tidak sesuai dengan prosedur
perizinan dari peraturan daerah kabupaten muaro jambi No 36
Tahun 2003 mengenai Bahan galian Glongan C semakin banyak
nya penambangan pasir di sungai Batanghari pastinya ada
dampak yang akan timbul dari pengambilan pasir yang
dilakukan terus-menerus, Oleh karena itu peneliti melakukan
juga pembahasa mengenai implikasi,implikasi yaitu dampak
yang timbul akibat kegiatan penambangan pasir yang di lakukan
oleh pelaku maupun pemilik usaha penambangan pasir.adapun
dampak yang timbul selain dari merusak dan mencemari aliran
sungai Batanghari, kegiatan penambangan pasir ini
jugaberimplikasi terhadap lingkungan,yang mana
mengakibatkan terjadinya longsor terhadap pengikisan tanah
yang berdampak kepada pemukiman tempat tinggal masyarakat
yang tinggal di tepi sungai Batanghari.*

3. Sri Widiyani pada tahun 2017 berjudul “Analisis Dampak
Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif
Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Rejomulyo Kecamatan
Pasir Sakti Lampung Timur)”. Berdasarkan hasil penelitian
bahwa yang terjadi pada kegiatan penembangan pasir di desa

® Rabiatul Adawiyah, “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap
Kondisi Sosial Masyarakat”, (Skripsi, Universitas Islam Negri Mataram, 2019), 1.

1 Evi Haryano, “Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan”
(Skripsi, Universitas Islam Negri Sultan Thata Saifuddin Jambi, 2019), 1.
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Rejomulyo ini berdampak positif yakni membuka lapangan
pekerjaan dan berdampak negatif yakni meningkatnya polusi
udara, kebisingan, dan jalan rusak. Namun dampak yang
diperoleh itu banyak negatifnya, seharusnya seorang pengusaha
tambang memperhatikan dampak yang akan terjadi sesuai
dengan etika bisnis Islam yakni prinsip tanggung jawab baik
yang diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal
20, maupun prinsip-prinsip etika dalam Islam. Sehingga
kegiatan yang mereka lakukan membuat masyarakat nyaman.™*

. Umi Nurkhamidah pada tahun 2020 berjudul “Kegiatan

Penambangan Pasir Di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan
Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi
Lingkungan”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Desa
Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah praktik penambangan pasir di Desa Nglungger
sangatlah membantu masyarakat sehingga membawa dampak
yang positif seperti dapat membantu perekonomian masyarakat.
Namun penambangan pasir juga membawa dampak negatif bagi
masyarakat di antaranya membahayakan masyarakat di sekitar
penambangan baik dalam waktu dekat ataupun panjang seperti
terjadinya longsor, jalan yang rusak, ladang yang semakin
berkurang. Baik masyarakat ataupun pemerintah kurang peduli
akan lingkungan yang seharusnya dijaga kelestariaannya baik
tanah longsor dan produktivitas tanah, karena apabila
masyarakat tetap acuh tak acuh maka akan menimbulkan lebih
besar kerugian dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu,
kebisingan bagi masyarakat di sekitar penambangan dianggap
suatu hal yang biasa bagi masyarakat sehingga tidak ada
tanggapan atau upaya masyarakat dan pemerintah untuk
menguranginya. Upaya yang sudah dilakukan pada jalan yang

! Sri Widiyani, “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam” (Skripsi, Institiut Agama Islam Negri
Metro, 2017), 1.
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rusak adalah dengan adanya portal selain itu dibantu dengan
menambah bahan material.*?

5. Siti Hadijah pada tahun 2021 berjudul “Pola Pendekatan Dalam
Pencegahan Penambangan Pasir llegal Di Kecamatan Pallangga
Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendekatan dalam pencengahan penambangan pasir ilegal yaitu
dengan menggunakan teori (1) pendekatan sosial, yaitu dimana
pemerintahan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat
maupun penambang, pola pendekatan yang dilakukan melalui
pendekatan sosial ekonomi dan budaya. (2) pendekatan institusi
dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan institusi lain
salah satunya dari pihak kepolisian sebagai pihak yang
melakukan penertiban, pola pendekatan yang di lakukan dengan
cara koordinasi dan pengawasan. (3) pendekatan teknologi
disini pemerintah provinsi melakukan pendekatan melalui
media internet yaitu ruang pengaduan.*®

Dari beberapa kajian peneliti terdahulu terdapat persamaan
dan perbedaan terhadap penelitian yang saat ini dilakukan.
Pesamaannya adalah penelitian ini merupakan penelitian tentang
penambangan pasir. Metode yang digunakan adalah metode
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian adalah
deskritif analitik. Sedangkan perbedannya adalah penelitian
terdahulu tidak menggunakan figh Siyasah Tanfidziyah sebagai
pedoman dalam mengkaji dan Menggunnakan berbagai macam
perspektif seperti perspepektif etika bisnis, ekonomi lingkungan,
dan perspektif budaya.

H. Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang
digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas
data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan

12 Umi Nurkhamidah, “Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Nglungger”
(Skripsi, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2020), 1.

3 Siti Hadijah, “Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir
Ilegal” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Gowa, 2021), 1.
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terhadap masalah.’® Dan dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode-metode sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
field research. Adalah suatu penelitian yang dilakukan
secara sistematis dengan mengangkat data yang ada
dilapangan.’ Peneliti akan meneliti data yang ada di lokasi
penambangan pasir di desa Pancasila. Data diperoleh dari
aparatur desa setelah melakukan wawancara.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskiptif analitik yakni suatu
metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau
memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui
data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana
adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan
yang berlaku untuk.umum.*®
3. Sumber Data Penelitian
Untuk membahas permasalahan-
permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian__ini
“Adiperlukan adanya/data yang tersedla dari:
\ a. Data, primer-dalam penelltan adalah sumber data yang
g wdikumpuilkan secara langsung dari objéek penelitian yaitu
peneliti terjuitlangsung ke lapangan. Data p'rimer dalam
peneWeroleh Wkumentasi dan
wawancara dengan beberapa’pihak seperti aparatur desa,
masyarakat sekitar, kepala dinas terkait dan beberapa
penambang yang terlibat.
b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang
bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur

14 Joko Subagyo Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta:
PT.Rineka Cipta, 1994), 2.

15 Suharismi Arikunto Dasar — Dasar Research (Tarsoto:Bandung, 1995),
58.

16 Koentjaraningrat Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta:
Gramedia, 1985), 29.
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buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait
dengan masalah penelitian."’
4. Informan Penelitian
Informan penelitan pada penelitian ini adalah
akan mewawancarai pihak pihak yang terkait dalan
penambangan ilegal ini. Di antaranya adalah:
a. Penambang Pasir
b. Masyarakat
c. Aparatur desa
d. Dinas Pertambangan Lampung Selatan
5. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan komponen
yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas
pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara
yang digunakan untuk mengumpulkan data.'® Adapun
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah :
a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan datasyang
dilakukaan meldlui sesuatliypengamatan, dengan” disertai
_ pencatatan-peficatatan terhadap keadaan.atau prilaku objek
y.sasarantt®_ Peneliti melaksanakan.pengamataft langsung
mengenai.{péhambangan pasifllegal. Observasi tersebut

penew di Def»a. Peneliti  dalam
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal

penting yang berhubungan dengan Penambangan Pasir
llegal Menurut Peraturan Daerah Kabupaten lampung
Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang penambangan pasir
ilegal.

YAmirudin dan Zainal Abidin Pengantar Metode Penelitian Hukum
(Jakarta: Raja Grafindo ersada, 2006), 30.

18 sugiono Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Al-fabeta,
2010), 137.

% Abdurrahman Fatoni Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna
Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,2011), 104.
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b.

Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara
melakukan wawancara langsung kepada responden.?’
Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan
bertatap muka secara langsung atau melalui pesawat
telepon dengan narasumber. Jawaban-jawaban responden
dicatat atau direkam.
Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data
mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan
masalah variable yang berupa catatan, transkip, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.”
Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap
yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara
mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

6. Metode Pengelolahan Data

Setelah  sumber . (literature) mengenai data

dikumpulkan berdasarkan ‘sumber .di atas, maka langkah
selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai
‘dengan kode etik penélitian dengcfin langkah-langkan<sebagai

berikut :
En

Remeriksaan data (editing) yaitu~“pengecekén  atau
pengoreksian®'data yang _telah=dikumpulkan karena

kemu yangw tidak logis,
kemudian memeriksa © ulahg kesesuaian  dengan

permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut
terkumpul.

Penandaan data (cording) yaitu memberi catatan data
yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik
bersumber dari Al-qur’an, hadist, atau buku-buku
literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
Sistematika data (systematizing), yaitu menempatkan data
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan
urutan masalah.

25 trisno Hadi Metode Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 192.
2! syharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi
Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta), 23.
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7. Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah
selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar
dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis
menggunakan metode berfikir induktif yakni berangkat dari
fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit.
Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit
itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat
khusus.?> Metode analisis yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif
adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang
suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan
dan perilaku orang-orang yang diamati.?®

Penelitian ini_ menganalisa data yang diperoleh dari
hasil observasi dan.wawancara.-mengenai penambangan pasir
illegal | sehingga dapat digeneralisasiakan menjadi suatu
kesimpulan ‘umum yang sesuai’ pengamatan Peneliti di
lapangan. ]

I.'Sistematika:Pembahasanr V.
““Pembahasan hasil penelitian ini akan-disistematika menjadi
lima bab yang salingiberkaitan satussama.lain, sebelum memasuki
bab pertal idahului: ul, abstrak, surat
pernyataan, persetujuah pembimbing, pengesahan, riwayat hidup,
kata pengantar, daftar isi.

Pada bab peratama atau pendahuluan berisikan sub bab:
penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Pada bab dua atau kerangka teori erisikan semua teori yang
berhubungan dengan judul penelitian seperti, pengelolaan SDA

22| hi
Ibid.
B3perjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1986), 112.
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dan penanganan terhadap penambangan dan kelestarian
lingkungan, dan penambangan pasir.

Pada bab tiga berisikan tentang deskripsi objek penelitian:
sejarah singkat Desa Pancasilaletak geografis desa, sara
penddikan dan fasilitas umum, sumberdaya alam dan ekonomi
desa, mata pencaharian masyarakat, dan struktur organisasi desa.
Jumlah penduduk, Perda Lampung Selatan No. 07 Tahun 2005,
penambangan pasir ilegal di Desa Pancasila, gambaran umum
sungai di Desa Pncasila, jumlah penambangan pasir ilegal,
keadaan sungai sebelum penambangan pasir, keadaan sungai
setelah penambangan pasir, dan hasil wawancara.

Pada bab empat berisikan tentang hasil penelitian, dampak
penambangan pasir ilegal dan kondisi lingkungan hidup di Desa
Pancasila Kabupaten Lampung Selatan, dan pandangan figh
siyasah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan penambangan
pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila
Kabupaten Lampung Selatan.

Bab. kelima, - merupakan penutup dari= penelitian

RiniPeneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari_hasil
.panallsm pada bab sebelumnya pada’ bab ini juga berisi jawaban
atas _pokok Permasalahan® penelltlan Bab kelima ini dltutup

dengan saran-saran.

_—y o=



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan SDA dan Penanganan Terhadap Penambangan
dan Kelestarian Lingkungan
Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan harus dimulai
dengan transparansi dan integritas pengelolaan SDA itu sendiri.
Transparansi diawali dari tahapan proses perizinan, sebagai
instrumen preventif dalam penegakan hukum lingkungan.
Masalah perizinan yang akhir-akhir ini menjadi pintu terjadinya
tindak pidana korupsi di sektor SDA, perlu mendapat perhatian
khusus terkait dengan implementasi kaidah-kaidah hukum pidana
lingkungan, tidak sematamata kaidah hukum pidana sebagai
genus.”* Selanjutnya, pada sektor kehutanan misalnya, tata kelola
dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) sebagai kawasan -hutan yang batas-batasnya
dipetakan dan dikelola untuk tujuan-tujuan rencana pengelolaan
hutan “yang telah - ditetapkan dengan memperhatikan aspek
% pelestarian ‘hutan dan lingkungan. Untuk mendukungnya_imaka
kebijakan satu peta téfatik hutah perlu./dilaksanakan.“Dengan
demikian, » penegakaf shukum "“lingkungan dapat ditingkatkan
kapasitasnya. ol
Pencegahan™wdan pemulihan™akibat pencemaran dan

perusakan Webih difw upaya penurunan
dan pemulihan kualitas ‘lingkungan yang disebabkan oleh
kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi luasan kebakaran
hutan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pemulihan
kualitas  lingkungan yang diakibatkan oleh  kegiatan
pertambangan. Perlu penguatan aturan-aturan khususnya dalam
bentuk perda-perda yang mengatur mengenai tambang

inkonvensional karena pertambangan inkonvensional telah
menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan.* Perda-

2 |da Nurlinda, “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, Bina Hukum
Lingkungan vol 1, no. 1 (Oktober 2016), 124.

% sukanda Husin Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), 17.

17
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perda yang mendukung penegakan hukum lingkungan dibutuhkan
mengingat dampaknya yang cukup luas. Misalnya pencemaran air
sungai karena penggunaan bahan kimia sebagai bahan pencucian
bahan tambang, di samping juga merusakan tatanan kehidupan
sosial masyarakat sekitar lokasi tambang.

Kegiatan pertambangan haruslah dilakukan menurut
kaidah-kaidah  pertambangan yang benar, antara lain
memperhatikan lingkungan fisik dan kimia, memperhatikan
lingkungan  sosial dan ekonomi  masyarakat  sekitar,
memperhatikan lingkungan pasca tambang.? Untuk itu diperlukan
penegakan hukum lingkungan hidup yang komprehensif, yang
mencakup seluruh aspek dan unsur yang menjadi penyebab
terjadinya pelanggaran kaidah-kadiah hukum SDA dan
lingkungan.

Pemanfaatan SDA  dilakukan berdasarkan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
RPPLH, sendiri disusun dengan memperhatikan keragaman
karakter dan fungsi ‘ekologis, sebagaran  penduduk, sebaran
potensi SDA, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan, perubahan
iklim.%. Dengan demikian; persyaratafidalam penyusunan/RPPLH
sudah sejalan. dengan araliyang' terkandung dalam Ketetapan
MPRténtang Pembanruan Agraria dan Pengelolaan SDA§ bahkan
termasuk aspek perubahan iklim. .Dengan demikian, dalam
kaitannya den n hukuw hidup, kaidah-
kaidah yang terdapat dafam UUPPLH sudah cukup mumpuni,
tidak terbatas hanya izin lingkungan semata. Hanya saja
diperlukan keseriusan pemerintah termasuk pemerintah daerah
untuk mengimplementasikan berbagai instrumen penaatan secara
lebih intensif.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi
tantangan yang cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan
kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya

% Muhammad Akib Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

2 Arief Budiman Kekuasaan dan Penguasaan SDA: Studi Kasus

Penambangan di Kepulauan Bangka (Jakarta: Indonesian for Sustainable
Development, 2007), 46.
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alam. Pengelolaan dalam hal ini mencakup aspek penguasaan dan
pemanfaatannya, terutama terkait aspek penguasaan dan
pemanfaatan  pada  sektorsektor pertanahan, kehutanan,
perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan
minyak dan gas bumi dan lain sebagainya. Penguasaan dan
pemanfaatan sektor-sektor tersebut untuk menunjang kegiatan
pembangunan (ekonomi) seringkali menimbulkan masalah
lingkungan. Sejatinya, permasalahan tersebut telah diupayakan
solusinya dengan keluarnya Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam.?® Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik
sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Arahan
dalam ketetapan MPR tersebut terkait SDA adalah pengelolaan
SDA yang dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan
ramah lingkungan, dengan berdasarkan prinsipprinsip pembaruan
agraria dan pengelolaan SDA.

% 1. 'Pengertian Sumber Daya Alam (SDA) -
Sumber Daya Alamf(SDA) -adalah /segala” sesuatu
\ yang berasal dari/alam yang dapat digunakan untuk mémenuhi
Jkebutuhan hidup manusia yang tergoleng didalafnya tidak
hanya kompenens.biotik, sepertisshewan, tumbuhan, dan

mikroowapi juw abiotik, seperti
minyak bumi, gas‘alam, berbagai jenis logam, air, tanah.?

Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan
kegunaan sumber daya alam tersebut bagi manusia.

Oleh karena itu, nilai suatu sumber daya alam juga
ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Manusia
(penduduk) suatu negara merupakan sumber daya bagi negara
karena manusia dapat memberikan manfaat bagi negaranya,
seperti tenaga kerja, kemajuan ilmu pengetahuan, dan

2 Trj Hayati Era Baru Hukum Pertambangan: di bawah Rezim UU No. 4
tahun 2009 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 107.

# Arga Laksana Ensiklopeida Sumber Daya Alam Indonesia (Yogyakarta:
Khazanah-Pedia, 2017), 57.
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teknologi yang dapat meningkatkan ekonomi negara.*
Misalnya lahan pertanian yang subur dapat dijadikan daerah
pertanian yang potensial.

Menurut Ahmad Heryawan, Sumber Daya Alam
(SDA) merupakan tulang punggung suatu wilayah yang dapat
memberikan  kontribusi  terhadap PDRB dan juga
kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pertanian dan
perikanan yang akan mempengaruhinya.®* Sumber daya alam
mencakup semua pemberian alam dibawah atau di atas bumi
baik yang biotik atau abiotik.

Pengertian sumber daya alam meliputi sumber daya
alam dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam
hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial
tertentu. Kemudian penggunaan sumber daya alam yaitu
sebagai konsumsi langsung, masukan untuk pengolahan,
konsumsi untuk pengolahan lebih lanjut, "dan pengolahan
sumber daya untuk tujuan. bermacam-macam. Sumber daya
alam dapat dilihat dalam arti persediaan yang ada pada suat
saat (research) atau aliran dari barang sumber daya alam/jasa

‘yang dihasilkan oleh pérsediaangmber daya alam tersebut.*

Stok menunjukan /apa yangl ‘diketahui tersedia £ bagi

pefiggunaan ‘sepanjang waktu, sedangkan” baranggdan jasa

menunjukan bahwa barang dasa sedang:dimanfaatkan.

D afuinya per daya alam
tergantung cara pengelolaan yang tidak merusak karena

beberapa perubahan, terhadap sumber daya alam tidak dapat
dikembalikan lagi (irrivisible). Tersedianya sumber daya alam
tergantung pada tersedianya teknologi, tingkat biaya dan
kendala sosial.*®* Sumber daya alam harus dipandang sebagai

% vasin, Maskoeri llmu Alamiah Dasar (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1986), 32.
1 Ahmad Heryawan, Akhmad Fauzi, dan Aceng Hidayat, “Analisis

Ekonomidan Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Ekonomi
Pertanian Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 1 No. 11 (2014), 63.

% Karden Eddy Sotang Manik Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jakarta:

Djambatan, 2003), 17.

% Ibid. 18
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bagian sistem secara luas. Jangan sampai pengelolaan suatu
sumber daya akan merusak jenis sumber daya lain.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Figh
Siyasah
Secara linguistik, siyasah artinya mengatur,
mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan,
sebagaimana dalam kalimat “sasa al-qaum”, mengatur kaum,
memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa
mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah,
membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian.® Arti
umumnya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan
atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan.
Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu
cara atau proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka
memanfaatkan sumber daya alam esensial yang ada guna
memenuhi kebutuhan - hidup manusia dalam  rangka
mencapai kesejahteraan  hidup. ~Pengelolaan-sumber daya
alam merupakan tujuan utama dalam ‘pemenuhannya.untuk
~itercapainya. pemgliharaan 4dlam (hifdz al<‘alam)  dalam
\ konsep. Figh."Pengélolaan "sumber-daya alam telah diatur
Jdalam UU..No 5 tahun 1960 tentang peratliran dasar
pokok-pokok«Agraria. Sebagaifana disebutkan dalam

undangw pokok w&1 ayat (2) bahwa,
"seluruh bumi, air“dan ruang "angkasa termasuk  kekayaan

alam  yang terkandung di dalamnya dalam wilayah
Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa
adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional.”*®

Menurut  Tagiyyudin  an-Nabhani, pengelolaan
(tasharruf) sumber daya alam merupakan hukum syariah
yang berlaku bagi benda berdaya guna yang memungkinkan

% Jubair Situmorang Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah
Dusturiyah) (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 49.

® Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria
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siapapun memperolehnya untuk dapat dimanfaatkan dalam
rangka memperoleh  keuntungan. Islam memperbolehkan
manusia untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya
alam guna memenuhi kebutuhan hidup serta
meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam Qur’an Surah
al-Bagarah ayat 60 :

Giedh 2V G G55 N5 o) G5 0 3555 IS
“..dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan
berbuat kerusakan. ”

Allah telah memberikan perintah atau ijinnya agar
manusia dapat memanfaatkan semua yang ada di bumi ini
dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan terhadapnya
(sumber daya alam). Allah 'SWT telah berfirman dalam
Qur’an Surah Al-Bagarah - ayat. 30 bhahwa manusia
diciptakan untuk menjadi. khalifah di_bumi dimana seorang
khalifah hendaknya mampu untuk .menjaga dan< merawat
bumi beserta isinya nya agar dapat dikelola sebagaimana
mestinya. Dengan demikian, dalam pemanfaatan Sumber

\daya ‘yang tersedid haruslah dilakukan secara’ proporsional
“dan rasionalhguna memenuhi kebutuhan selurth umat4manusia

dengan™tetap menjaga kelestarian_.ekosistemnya. Beberapa
penjelasan I-Quran<di ad Azhar Basyir
menyimpulkan be a prinsm syariah yang
dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi, 1) Allah
telah memberikan manusia kedudukan di muka bumi ini
sebagai khalifah agar dapat menjaga kemakmuran dan
kesejahteraan kehidupan di Bumi. 2) Bumi dan seisinya ini
merupakanmilik  Allah secara mutlak dan manusia
diperkenankan untuk memanfaatkannya dengan tetap tunduk
kepada amanat Allah. 3) Setiap individu memiliki hak untuk
memanfaatkan sumber daya yang ada namun tetap
harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi
kepentingan sosial. 4) Sumber daya yang tersedia dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama demi mencapai
kesejahteraan hidup bukan untuk individu. 5) Manusia
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diperbolehkan dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada
dengan tetap menjaga batasan agar tidak merusak ekosistem
yang ada.*®

Mengelola sumber daya yang ada haruslah
dilakukan  secara optimal  dengan mempertimbangkan
terlebih  dahulu antara sumber daya yang dapat
diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Hal semacam
ini dilakukan karena jumlah sumber daya yang tersedia di
dunia ini berbeda-beda, ada yang sifatnya terbatas dan ada
pula yang tak terbatas. Maka sebab itu, alangkah baiknya
dalam pengelolaan sumber daya alam harus diperhatikan
kelestariannya agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan
lagi di masa depannanti. Jika mengelola sumber daya
alam tanpa memperhatikan kelestariannya atau
memanfaatkannya secara berlebihan maka akan
menyebabkan kelangkaan bagi: sumber daya alam itu
sendiri di 'masa depan -nanti yang akan mengakibatkan
penggunaan sumber daya alternatif lain dengan biaya yang
lebih. Pengelolaan sumber daya berdasarkan pada prinsip#figh

“%al-Bi’ah,bahwa Al:Qurangftelah ‘menjelaskan™" kepada

\ manusia agar- bersikap/'baik ‘terhadap bumi kareda bumi
Yadalah tempat berlangsungnya kehidupan selurgh™ makhluk
hidup. Prinsipriiimmemiliki _keunggulan yaitu menciptakan
sinergi wusia denﬁgannya dalam hal
pengelolaan ~ sumber™ 'day. dengan berpondasi pada
kelestariannya.

Memelihara sumber daya alam haruslah sesuai
dengan yang disyariatkan oleh Islam melalui Al-Quran
maupun  As-Sunnah. Sebagai warga negara Indonesia,
masyarakat wajib mematuhi Peraturan  Perundang-
undangan yang ada dalam rangka mengelola sumber daya
alam vyang ada. Jika ada pihak yang melanggar
peraturan dan menyebabkan kerusakan alam, maka akan

% Firian Noor “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Figh Al-
Bagi’ah” Jurnal IImiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3, Nomor
1, Juni (2018). 49.



24

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak kejahatan
yang dilakukannya. Masyarakat dapat = memanfaatkan
sumber daya alam seperti sumber daya laut, air, angin, floral
dan vegetasi serta fauna yang ada dengan mengalokasikannya
ke beberapa sektor dalam rangka memperoleh kompensasi
dengan catatan tetap menjaga kelestarian dan mencegah
pengeskploitasian secara berlebihan

Penarikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya
Alam (SDA) dinilai membatasi dalam melaksanakan otonomi
seluas-luasnya yang telah diberikan oleh UUD 1945. Namun
Negara juga diberi amanat untuk menguasai kekayaan alam
berupa hasil tambang guna kemakmuran rakyat tetapi Negara
juga tidak boleh membatasi penguasaan dari daerah
kabupaten/kota. Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa hak
menguasai negara seharusnya justru memberi jalan bagi
tindakan responsif:lainnya karena dari. hak tersebut
pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak
bagi kepentingan masyarakat.’’ Ketika kewenangan Sumber
Daya Alam (SDA menjadi kewenangan pemerintah provinsi

‘maka_persoalan-perséblan gSumber Daya Alam (SDA di
wilayahkabupaten/kota'penyelesaiannya akan semakin jauh.

Sedangkan dalam hal pertambangan inighal” yang
paling sering _iefjadi. ialah _masalah lingkungan yang
membutthtah sePkni pemerintah
kabupaten/kota  unt menyeléSaikan masalah  dengan
masyarakat di wilayah pertambangan tersebut. Sangat jelas
permasalahan yang timbul dari penarikan kewenangan ini bagi
daerah kabupaten/kota, walaupun kewenangan yang bersifat
konkuren harus tetap diberikan kepada wilayah daerah

kabupaten/kota, sebab masyarakat di daerah tersebutlah yang
memiliki aspirasi dalam pengambilan potensi di daerahnya.

1998).

3 Moh, Mahfud MD, “Politik Hukum Di Indonesia”, (Jakarta: LP3ES,
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3. Landasan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam

dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :

1.

Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan
antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana
dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber
daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas
dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam
pembangunan nasional.

Memperluas  pemberian akses informasi  kepada
masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di
daerahnya dan.mendorong-terwujudnya tanggung jawab
sosial untuk menggunakan teknologi ramah, lingkungan
termasuk teknologi tradisional:

Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagaigénis
sumber. daya” jalam fdan melakukan® upaya-upaya
meningkatkan nilai tambah ‘dari-produk.sumber daya alam

W tersebt.

Menyelesaikan.konflik-konflikipemanfaatan sumber daya

alamNmbul w sekaligus  dapat
mengantisipasi*potensi konflik di masa mendatang guna

menjamin terlaksananya penegakan hukum
Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang
didasarkan  pada  optimalisasi manfaat dengan
memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun
nasional.®

Negara kita adalah negara kesejahteraan yang relijius

(religious welfare state) karena negara ini didirikan dengan
berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

% yudi Latif, “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
Pancasila”, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011).
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termaktub pada Pasal 29 Ayat (1) UUD 19453
Konsekuensinya, dalam mengatur kehidupan rakyatnya,
negara perlu berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan
sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakan dalam
kerangka etis dan moral agama.

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam diatur
dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banya dikuasai oleh negara” dan
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,”Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
olen negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Mengenai cabang-cabang produksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945,
terhadap cabangcabang ekonomi strategis, tidak dibolehkan
adanya kepemilikan-.swasta. Misal, di Malaysia, minyak
merupakan cabang produksi-yang strategis sehingga tidak
diperbolehkan penguasaan oleh swasta.*® Dalams-konteks ini,
MK dalam Putusan Nomor 002/PUU-1/2003 perihal Pengujian
“Undang-Undang Nomor22pTahdii2001 tentang Minyak Dan
Gas Bumi.(UU Migas)itelah!membuiat-tiga klasifikasi cabang
“produksi, yaitu.(i) cabang-cabang produksi itu penting bagi
negara dan menguasai. hajat hidupr@rang banyak; atau (ii)

penting baww tidak jat hidup orang
banyak; atau (iii) ti penting bagi negara tetapi menguasai

hajat hidup orang banyak.**

Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3
ayat h, yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
secara bijaksana. Pasal 8, yaitu perlu dilakukan inventarisasi

3 Moh. Mahfud MD, “Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi
Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet.Kedua”,
(Jakarta:Rineka Cipta, 2003).

“0 Elli Ruslina, “Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan
Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945”, (Jakarta: Total Media, 2013).

I Tim Penyusun, “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal UUD
1945 Periode 2003-2008”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, 2008).
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lingkungan hidup untuk mendukung daya dukung dan daya
tampung serta cadangan sumber daya alam Gagasan
pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah di upayakan di
dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan
sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia.

Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional
untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan
menjadi empat area Yyakni: 1)Pelayanan masyarakat,
2)Pengelolaan limbah, 3)Pengelolaan sumberdaya tanah, dan
4)Pengelolaan sumberdaya alam.

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin
dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan
hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah
pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan.*
Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Terkendalinya. pencemaran-~dan kerusakan lingkungan
sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah;
2. ~Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman
hayati dan ekosistem hutan; A
\3. Membaiknya Kuialitas uda}ra dan pengelolaan sampah serta
) limbah bahan berbahaya! dan beracun<(B3);Pengelolaan
M. sumber daya alam dan lingkungan.hidup terintégrasi.
a) Pasal«®wayat (1) Undang Undang Pengelolaan

NHidup an menyebutkan
bahwa : “setiap orafg berkewajiban memelihara

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah
dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi
lingkungan hidup”.

b) Pasal 14 ayat (1) UUPLH menegaskan pula bahwa :
“Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan
hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang
melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup”.

*2 pertimbangan Hukum Putusan Nomor 002/PUU-1/2003 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PDF, (UU
Migas).
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c) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian, bahwa: ‘“Perusahaan
industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan
kelestarian sumber daya alam serta pencegahan
timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan.

4. Pengelolaan SDA dan Dampaknya dalam Lingkungan

Hidup

Permasalahan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada
masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak
sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami
kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara
eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi.
Dalam laporan PBB:pada awal tahun 2000 umpamanya, telah
diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam
mencapai limitnya,.yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai
dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem

“air.tawar, ekosistem /padang rumput dan ekosistem /utan.*

Kerusakan-kerusakaf Simberdaya‘alam di dalam ekosistem-

“ekasistem tersebut terjadi terutama karenakekeliruaf dalam

pengelolaannya .«Sehingga mengalami kerusakan yang

disebabkawinya perp yang mengarah
kepada pembangunan” ekonomi *yang tidak berkelanjutan.
Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama
bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat
penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan
masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan
pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation).*

Dalam hubungan dengan permasalahan sumberdaya
alam dan lingkungan hidup ini, diperkirakan bahwa masalah
ini berkait dengan nasib kemanusiaan pada umumnya dan

* Tri Hayati, “Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan

Daerah, Studi tentang Perizinan Pertambangan”, (Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta : 2012).

“ Ibid.
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sekarang sedang menghadapi tantangan permasalahan yang
sangat besar yang harus dicarikan solusinya secara bersama.*®
Masalah ini muncul sebagai akibat dari terjadinya kemelut
dari berbagai aktivitas pengurasan dan degradasi beberapa
jenis sumber-sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sebagai
akibat dari pihak-pihak yang bertanggung-jawab, dimana
mereka telah melakukan kebijaksanaan yang salah arah
(misleading policy).

Kesalahan kebijaksanaan tersebut seperti baik terjadi
pada masalah wilayah aliran sungai, perairan pantai, perairan
lepas pantai, sumberdaya bahari, sumberdaya hutan, udara dll,
terutama sumberdaya alam yang bersifat publik. Padahal di
lain pihak, sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini
merupakan tempat bergantungnya banyak kehidupan umat
manusia dan makhluk hidup lainnya, baik yang pernah ada
maupun-yang sekarang masih_hidup di semua lokasi tempat
kehidupan yang terdapat pada planitbumi yang terbatas ini.*®

Penanganan Kerusakan Llngkungan terhadap SDA dalam

\Figh Siyasah

Kajian- Figh Slyasah berkaitan< dengan hal hal

\'"berhubungan dengan masyarakat, berbangsa danfbernegara.

Menurut kajianini. seorang.-kepala negara harus mampu

mengaqndungi w masyarakat tanpa
terkecuali. Pemerintah "harus "membentuk lembaga-lembaga
atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh
aspek kehidupan bermasyarakat.*’ Salah satu lembaga negara
yang pernah ada dalam negara Islam adalah lembaga hisbah.

Hisbah merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai
wewenang untuk memerintahkan perkara baik, “ketika yang

Yayasan
2004).

* Sutaryo Sigit, “Perkembangan Pertambangan di Indonesia”, (Jakarta:
Krida Caraka Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia,

46 i
Ibid.
4 Muhammad Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,

Cet Ke 17, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).
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baik itu sudah mulai ditinggalkan orang dan yang mungkar
sudah mulai dikerjakan orang”.

Dalam al-Qur’an dijelaskan beberapa solusi untuk
penanganan kesusakan lingkungan yaitu iman dan takwa,
tidak melampaui batas, sadar lingkungan dan pengelolaan
yang berkelanjutan.

a. Keimanan dan Ketaqwaan

2 st o3 o5 gl sl g il o Al 48T 3T 5
53255 158G FEARERH i s

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman
dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada
mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka
mendustakan (ayat-ayat Kami)itu, maka kamisiksamereka

disebabkan perbuatannya.”*®

Agama Islam mempunyai pandangan (konsep) yang
sangat jelas tentang hubungan manusia dengan alam inis Islam

-'merupakan agama yang memandang lingkungan “sebagai
“_bagian tak. terpisaiikan dari ‘keimanan seseorang terhadap

TuhaheDengan-kata lain, perilaku manUsia_terh@dap alam
lingkungann erupakan manifestasi, dari keimanan
seseorang. pada ebaskan manusia
dari ketundukan kepada hawa nafsu dan penghambaan diri
kepada manusia. Keimanan menjadikanseseorang selalu
merasa aman dan optimis, dan ini mengantarkanya hidup
tenang dan dapat berkonsentrasi dalam usahanya. Oleh sebab
itulah keimanan selalu ditekankan dalam segala hal.*®

Adapun ketakwaan kepada Allah, maka ia adalah
kesadaran yang bertanggung jawab yang memelihara manusia

8 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah. 183.
* sayyed Mohsen Miri Prinsip-Prinsip Islam dan Filsafat Mula Sudra

sebagai Basis Etis dan Kosmologis Lingkungan Hidup, dalam M. Mangunwijaya,
dkk, ed, Menanam Sebelum Klamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup
(Jakarta: ICAS, 2009). 26.
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dari  kecerobohan ketidakadilan dan keangkuhan. Ila
merupakan pendorong gerak dan pendorong hidup. la
mengarahkan manusia dengan hati-hati sehingga tidak
bertindak sewenang- wenang tidak ceroboh dan tidak
melampaui  batas. Ketakwaan penduduk suatu negeri
menjadikan mereka bekerjasama dalam kebaikan dan tolong-
menolong dalam mengelola bumi serta menikmatinya
bersama. Semakin kokoh kerjasama dan semakin tenang jiwa,
maka semakin banyak pula yang diraih dari alam raya ini
(lafatahnd ‘alaihim barakétin min al-sama wa al-ardi).>
Permasalahan yang menyangkut lingkungan sangat
komplek serta multi dimensi. Oleh karena itu nilai-nilai agama
(ad-diin) yang juga bersifat multi- dimensi bisa digunakan
sebagai landasan = berpijak dalam upaya penyelamatan
lingkungan. Selama perspektif ini tidak dirubah dan tidak
memberikan upaya.pada dimensi spiritual lingkungan, tidak
akan banyak harapan . untuk mengembangkan , lingkungan
hidup. Manusia-harus kembali pada akar spiritualnya. Hanya
dengan' pendekatan inilah pemanasan’ global' bisa_diatasi.
“Alnilah nilai penting untuk® kembali  kepada 4 keimanan
\ danketakwaan:>* hi y
Keimanan merupakan fundamen utama.sebagai solusi
atas kerusakan'lingkungan. Karéfa.dengan keimanan hawa

nafsu ikan. Tiw orang yang teguh
imanya melakukan*tindakan-tindakan merusak yang berimbas
pada terjadinya kerusakan lingkungan.
b. Kesadaran Lingkungan

Alam semesta menurut Imam Thabathaba’i bagaikan
tubuh dalam keterkaitanya antara satu bagian dengan bagian
yang lainya, apabila salah satu bagianya tidak berfungsi
dengan baik , maka akan nampak dampak negatifnya pada
bagian yang lain. Apa lagi jika disadari bahwa kehidupan
manusia sangat bergantung pada alam. Jika alam rusak maka

% M. Quraish Shihab Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Ahti, 2000). 183.

51 M. Bahri Ghazali Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam (Jakarta:
Pedoman Iimu Jaya, 1996). 28.
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manusia akan merasakan akibatnya. Sadar lingkungan berarti
juga sadar akan peran dan fungsi manusia sebagai khalifah di
muka bumi.*

Kesadaran lingkungan secara mendasar merupakan
suatu ciri dan perbedaan antara manusia dengan makhluk
hidup lainya. Oleh karena itu manusialah yang sangat
dominan dalam mengatasi rnasalah-masalah lingkungan, dan
hal ini tergantung pada kesadaran manusia dalam memahami
lingkungannya.Kesadaran (awareness) mengandung
pengertian mengetahui sesuatu atau tahu bersikap yang
seharusnya, yang didukung oleh persepsi atau informasi.
Kesadaran individu timbul karena ia memiliki persepsi atau
informasi yang mendukungnya, sehingga ia tahu bagaimana
seharusnya bersikap. Dalam kaitan dengan lingkungan,
seorang individu akan berkesadaran lingkungan apabila
lamemiliki ‘persepsi-atau informasi. tentang. berbagai aspek
lingkungan yang mendukungnya, dan kesadaran itu meningkat
sejalan-dengan makin banyaknya informasi yang dlserap d|
dalam lingkungannya. ;

Di dalam mehgatasi aflasalah-masalah/ lingkungan

yang dihadapi oleh lingkungan hidup secara tofal, diperlukan
“addnya suatu'kesadaran akan pentingnya-afti lingkun@an bagi

kehidupan terutamarsekali hubungannya dengan kehidupan
manusia yaqsentral. Wsia memegang
peranan yang sangat” urgen dalam mengelola lingkungan
bahkan juga yang mendatangkan adanya kerusakan
lingkungan.Kesadaran lingkungan  bagi masyarakat
ditunjukkan dengan adanya respon dan sikap serta pemikiran
positif manusia terhadap lingkungan hidup. Kesadaran erat
kaitannya dengan persepsi, emosi dan pemikiran, sehingga
dapat dikatakan bahwa kesadaran adalah kemampuan

memahami dan memikirkan sesuatu. Hakekat kesadaran
lingkungan secara esensial dapat difahami sebagai suatu

%2 Kudwiratri Setiono, dkk Manusia Kesehatan Dan Lingkungan: Kualitas

Hidup Dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global (Bandung: P.T. Alumni,
2007), 97.
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prasyarat untuk mengembangkan lingkungan hidup sesuai
dengan  keberadaan lingkungan itu.  Pengembangan
lingkungan tanpa adanya kesadaran lingkungan tidak akan
mencapai sasarannya, sebab pengembang lingkungan itu lebih
tepat jika dilaksanakan berdasarkan pemahaman tentang
lingkungan secara konkrit. Artinya pengelola harus
mengetahui eksistensi lingkungan hidup itu yang sebenarnya.
c. Pengelolaan yang Berkelanjutan
Alam dengan segala sumberdayanya diciptakan

Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam
memanfaatkan ~ sumberdaya alam guna  menunjang
kehidupannya ini harus dilakukan secara wajar (tidak boleh
berlebihan). Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan
sumberdaya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi
generasi saat ini sementara hak-hak pemanfaatan bagi
generasic. mendatang  terabaikan. Manusia  dilarang
pulamelakukan penyalahgunaan pemanfaatan , dan atau
perubahan alam. dan sumberdaya alam untuk kepentingan
tertentu sehingga hak pemanfatatannya bagi‘semua kehidupan
smenjadi berkurang/@tau hilang?

) Pengelolaan®lingkunganhadalah salah satu, keglatan
"'sekaligus tugas manusia dalam kehidupanya_digffittka bumi.
Manusia diciptakan, olen Allahvdengan sempurna. la diberi
keIengkN akal pwan perasaan serta
kelengkapan fisik biologis supaya dapat menjalankan fungsi
dan tugasnva sebagai khalifah di muka bumi.*® Manusia diberi
peran besar sebagai khalifah di muka sebagaimana disebutkan
di dalam surat al-Bagarah ayat 30 yang berbunyi sebagai
berikut:

wwggsyu m,up)y|¢&ud\a§sm¢)Ju>)

%% Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah, Sudarno Shobron “Kerusakan
Lingkungan dalam Al-Qur’an” Suhuf Vol. 30, No. 2 (November 2018). 194-220.
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi”. Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui."

Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa
merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta
termasuk bumi seisinya antara lain memelihara (al-rabb) dan
menebarkan rakhmat (rahmatan) di alam semesta. Oleh karena
itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka
pengabdiannya kepada Allah swt adalah melakukan
pemeliharaan terhadap  alam _(termasuk. pemeliharaan
kehidupan diri (hifdzun nafs) untuk menjaga keberlangsungan
kehidupan di alam. Untuk mempertahankan dan memenuhi
hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh™ Tuhan_untuk

“‘memanfaatkan segala é‘umberd,ayai alam secara wajar-(sesuai

dengankebutuhan)dan bertangglingjawab. <Segala gikap,

‘perilaku  atate-perbuatan manusia (lahir“dan batifly" yang

berkaitan ~ dengan pemeliharaan alam harus

dipertanggﬂdihadap elah kehidupan
dunia ini berakhir. Islam melarang"pemanfaatan alam (sumber

daya alam) yang melampaui batas atau berlebihan atau isyraf.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. Selain dari hal itu
Sumber daya air juga merupakan ruang dimana aktifitas
berlangsung yang sekaligus merupakan sumber daya alam
yang harus dikelola sedemikian rupa hingga lebih baik.**
Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan
dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan

% H.A. Dzajuli Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam

Rambu-Rambu Syar’iyah, Cet Ke 3 (Jakarta : Pranada Media Group, 2003). 73.
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lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu
kelestariannya oleh karena perusakan lingkungan terutama
sumber daya air.>

Air merupakan salah satu pencemaran berat yang ada
di Indonesia dan limbah sector perindustrian merupakan
sumber pencemaran air yang dominan. Disamping sector
perindutrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sector-
sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah
tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut yaitu menurunnya
kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.
Air sendiri merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia
di bumi ini. sesuai dengan kegunannya, air dipakai sebagai
mandi, air minum, mencuci, untuk pengairan pertanian,
transportasi, baik sungai maupun di laut. Kegunannya air
tersebut termasuk sebagai kegunaan air secara konsensional
(kesepakatan untuk tujuan Bersama ).>’

Kerusakan alam - atau penyimpangan , alam dari
ketentuan tentunya harus diyakini‘bahwa sebagai akibat dari
perbuatan manusia baik langsung maupun tidak langsung.

ADampak kerusakah-‘-l._ingkungén terhadap manusia™bersifat
\multidemensional. ®WAKkibat 1 dari - kerusakan lingktngan
"'menyebabkan terjadinya kerusakan di.dérat ataugd@nah, di air,
dan di udara_befupa. pencemaran=pencemaran serta kerusakan

perilakuwlu adanwpiritual keagamaan
dalam menyelamatkan alam dan lingkungan hidup ini, dengan

menghadirkan paradigma baru, yakni menambah aspek
kecintaan manusia kepada alam, kemudian menumbuhkan
kesadaran bahwa alam dan lingkungan ini dalah titipan anak
cucu kita, seribu bahkan sejuta tahun yang akan datang, bukan
warisan dari nenek moyang kita, agar kita tidak merusak
lingkungan. Dan pada titik akhirnya hendaklah memasukkan
niali spriritual Islam ke dalam pemahaman, kajian serta

% Muhammad Erwin Hukum Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan
Lingkungan Hidup (Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2008), 45.
% Trie M.Sunaryo, Tjoek Walujo, Aris Harnanto Pengelolaan Sumber Daya
Air Konsegdan Penerapan (Bayumedia Publishing, 2007). 27.
Ibid.



36

kebijakan manusia terhadap alam dan lingkungan hidup, tidak
melakukan tindakan-tindakan yang akan berakhir pada
kerusakan lingkungan.

B. Penambangan Pasir
1. Pengertian Penambangan Pasir
Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam
rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian),
pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian
(mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir
bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di
naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau
mesin.*® Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha
pertambangan non  logam yang Dbertujuan  untuk
memproduksi mineral ikutannya.
Penambangan pasir dari definisi lain adalah
penggalihan di- bawah permu kaan: tanah baik di lahan
ataupun di bawah tanah aliran .sungai depgan maksud
pengambilan jenis bahan galian mineral non"logam (pasi)
“yang mem punyai afti gkomomi§:>® Penambangan pasir pada
\ prinsipnya bersifatdndustri:danbahan-baku tanahnya diambil
 dan digali“dari tanah, pengelolaannya” sangat.ierkaitan

dengan fungsi«lingkungan hidup;"maka para pengusaha

pertam Nasir tepdaknya lebih
memperhatikan aspek kelestariarr:

2. Pengaturan Penambangan Pasir

Penambangan pasir atau yang lazim di sebut dengan
penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha
penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan
rakyat (IPR). lzin pertambangan rakyat adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha
pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan
eksplorasi,  eksploitasi,  produksi, pemurnian, dan

®  Most Popular Post “Izin Usaha pertambangan,”  hukum

pertambangan.com, 2011, http://www.hukumpertambangan.com, diakses 2 Februari
2022, Pukul 22:06 WIB.
% Ibid
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penjualan.*® Usaha pertambangan itu di lakukan dengan
menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak
menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya
dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal
yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan
luas wilayah dan investasi secara terbatas.

Jenis-jenis sanksi pidana pada umumnya. Sanksi
pidana terbagi dua yaitu: Pidana pokok; pidana pokok adalah
pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana
pokok terbagi atas 5 macam yaitu pidana mati, pidana
penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana
tambahan. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan
kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan
nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh
algojo.di tempat.gantungan dengan menjerat tali yang yang
terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian
menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri:**

Adapun pengaturan sanksi yang diberikan_kepada

\ ‘penambang pasir" jik_a'melariggar ketentuan. Sanksi-sanksi

 tersebut menurGt"'PERDA Lampung Selatan No 4 Tahun

M2005 tentang  Penyelenggaraan~" Usahag® Dibidang
Pertambangan Umum, sebagaisberikut:*®

a. SaWtrasi Pp Sesuai dengan
kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat memberikan
sanksi kepada perorangan dan atau badan usaha yang
tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau melanggar Peraturan Daerah ini. (2)

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a.
Teguran secara lisan. b. Teguran tertulis. ¢. Penangguhan

% salim HS Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Jakarta: Sinar
Garafika, 2014), 55.

8% Academia, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu-
Atururan Umum,” academi.edu, 2010,
https://www.academia.edu/28594600/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_ KUH
P, diakses pada tanggal 15April 2022 WIB.

82 peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2005,
“Tentang Penyelengaraan Usaha Di Bidang Pertambangan Umum”.


https://www.academia.edu/28594600/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_KUHP
https://www.academia.edu/28594600/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_KUHP
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izin. d. Pencabutan izin. e. Denda dan pidana. (3)
Pencabutan izin, Persetujuan atau rekomendasi dilakukan
apabila; a. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam izin. b. Pemegang izin tidak
menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu)
tahun secara terus menerus. ¢. Pemegang izin melanggar
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. d.
Berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas
yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan. (4)
Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi akan diatur
tersendiri dalam Surat Keputusan Bupati Lampung
Selatan.

b. Ketentuan pidana Pasal 38 (1) Pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah), dengan atautidak merampas barang, tertentu
untuk daerah; kecuali jika -ditentukang=lain: dalam
peraturan perundang-undangan. (2) Selain oleh Pejabat

L Penyidik Umum,"penyidikari atas tindak pidana“dalam

~ Peraturan Daerah™ini “dapat “dilakukancoleh Penyidik

MRegawai ‘Negeri Sipil di Lingkungan-Pemerintati Daerah

Kabupaten «l{mpung Selatan™Vang pengangkatannya
diIakanan p%dang-undangan
yang berlaku.
Penambangan Pasir llegal
Menurut Abrar Saleng dalam bukunya yang berjudul
“Hukum Pertambangan”, bahwa usaha pertambangan pada
hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam
bumi. Penambangan pasir tanpa izin adalah kegiatan
penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan
rakyat yang dilakukan oleh mayarakat setempat atau
perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah
ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertamabangan
dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penam bangan yang
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tidak baik dan benar (Good Mining Practice).®® Dengan kata
lain, pertambangan pasir ilegal adalah kegiatan pertambagan
tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah dan orang sekitar
tempat pertambangan.

Penambangan pasir ilegal ialah penambangan yang
dilakukan tanpa memiliki izin untuk  melakukan
penambangan sesuai dengan undang -undang minerba,
peraturan pemerintah, peraturan daerah. Pasir adalah contoh
bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran
antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir
adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan
subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur.®* Pasir
memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir
juga penting untuk bahan bangunan bila di campur dengan
semen.

4. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir llegal
Pertambangan. pasir dapat-menciptakan kerusakan
lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah.
Faktor kegiatan pertambangan antara lain' pada_teknik
\ ‘pertambangan, péfigolahan fdan lain sebagainya./Sedangkan
 faktor. lingkungafi " antaral ‘lain~ faktor’ geografis’ dan
Samorfologis, fauna dan flora, hidrologis dan#lain-lain.®®

Potensi kerusakan,tergantung-pada.berbagai faktor kegiatan

pertaWaktor ke an.
Kegiatan™ pertambangan mengakibatkan berbagai

perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam,
perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah,
perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan
sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan
dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain
perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga

8 Abrar Saleng Hukum Pertambangan (Yogyakarta: Ull Press, 2004), 36.

® Suharso dan Ana Retnoningsih Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Semarang: Cv. Widya Karya, 2009), 56.

®5Rahim Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan
Hidup, Edisi Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 119.
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mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan
ekonomi.®®
Sudah tidak terhitung berapa banyak kasus yang
disebabkan oleh aktivitas pertambangan salah satunya yaitu
pencemaran lingkungan. Sebut saja pencemaran sungai
akibat dari limbah hasil pertambangan yang langsung
dibuang ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu,
aliran sungai yang membawa limbah pertambangan akan
terus mengalir hingga menuju lautan. Akibatnya bisa lebih
fatal yaitu ekosistem air laut menjadi rusak, tidak heran jika
banyak terumbu karang dan ikan — ikan mati akibat
keracunan limbah pertambangan. Tidak hanya sungai yang
tercemar, kendaraan besar yang mengangkut hasil tambang
menimbulkan polusi udara akibat debu yang berterbangan.
Kendaraan yang digunakan sudah tentu berukuran
besar, maka tidak-heran saat_kendaraan. melintas, akan
menghasilkan 'debu — debu yang berterbangan sehingga
udarasmenjadi kotor dan tidak layak untuk dihirup manusia.
Tanah kehilangan unsur hara dan mineral akibat dari limbah
~pertambangan yangffierusak ,struktur tanah, akibatnya‘tanah
\ tidak dapat ditanami 6leh tanamian'kembali dan produktivitas
““tanaman terhambat. Hingga polusi suara<yang menifmbulkan
kebisingan yang'wbervolume _tinggi. di daerah sekitar

pertamba ibiarkan pus sudah pasti
pencemaran lingkungan akan menjadi sangat parah.

Perubahan lingkungan akibat kegiatan
pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat
dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi
tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk
danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit
dikembalikan kepada keadaannya semula. Kegiatan
pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada
kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah,

® Nurdin, A., Wiriosudarmo,R., Gautama, R.S., Arif, | Agenda 21 Sektoral
Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 96.


https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/ekosistem-air-laut
https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/polusi-suara
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masuknya pekerja, dan lain-lain.?” Pengelolaan dampak
pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan
lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan
manusia.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak
pertambangan terhadap lingkungan sangat penting.
Keterlibatan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan
perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah untuk
pertambangan. Masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap
perencanaan dan pelaksanaan usaha pertambangan serta
upaya penanggulangan dampak yang merugikan maupun
upaya peningkatan dampak yang menguntungkan.

\ NP

57 1bid 97.
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